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BAB VI  

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan dapat  

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan usulan, kinerja ruas jalan mengalami perubahan 

pada kapasitas dan kecepatan di Kawasan Pasar Setu mengalami 

peningkatan dari sebelumnya. Untuk kepadatan serta V/C Ratio 

mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja ruas 

jalan pada Kawasan Pasar Setu menjadi lebih baik setelah dilakukan 

penanganan parkir on street menjadi off street dan relokasi bongkar 

muat. 

2. Setelah dilakukan usulan, kinerja simpang 3 Pasar Setu dan Simpang 

3 Polsek setu nilai pada derajat kejenuhannya mengalami penurunan. 

Selain itu, nilai pada tundaan mengalami perubahan menjadi yang 

lebih baik dan perubahan pada peluang antrian mengalami 

penurunan. Dari hasil tersebut tipe simpang pada kawasan pasar setu 

yang semulanya tidak bersinyal menjadi tipe simpang prioritas 

dengan menambahkan rambu yield. 

3. Setelah dilakukannya usulan, kinerja jaringan jalan telah meningkat. 

Tundaan rata-rata yang awalnya 14,93 detik turun menjadi 3,98 

detik, kecepatan rata-rata jaringan jalan semula 27,28 km/jam naik 

menjadi 42,76 km/jam, total panjang perjalanan dari 3015 km 

menjadi 4600 km, dan total waktu perjalanan yang semula 110,55 

jam menjadi 107,61 jam. 
4. Fasilitas parkir pada Kawasan Pasar Setu terdapat pada area pasar 

setu, dan memaksimalkan lahan parkir off street yang terdapat pada 

lahan pasar dengan memindahkan parkir on street yang illegal di ruas 

Jalan Cibuntu – Setu 6 ke parkir off street yang ada di dalam pasar 
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yang telah ada dengan melakukan penataan fasilitas parkir sesuai 

pedoman karena indeks parkir masih dibawah 100%. 
5. Penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kawasan Pasar Setu dengan lebar 

trotoar 1,5 meter. Dan penyedian fasilitas penyeberangan berupa 

pelican dengan pelindung di ruas ruas Jalan Cibuntu – Setu 6 dan 

Jalan Setu – Bantar Gerbang. 

6. Kondisi Bongkar Muat di Kawasan Pasar Setu 
Pembatasan waktu bongkar muat di ruas Jalan Cibuntu – Setu 6 pada 

saat peak hour sehingga dari hasil analisis untuk waktu bongkar muat 

dapat dilakukan pada pukul 20.00 WIB s/d 05.00 WIB. 

B. Saran 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pemindahan parkir On-Street menjadi parkir Off-

Street di lokasi yang telah di usulkan yang bertujuan untuk 

mengurangi hambatan samping pada ruas jalan. 
2. Pada Simpang 3 Pasar Setu dan Simpang 3 Polsek Setu diperlukan 

pemasangan rambu yield, rambu larangan parkir dan rambu 

peringatan simpang dalam mengoptimalkan rekomendasi yang 

diusulkan. 
3. Perlu diusulkan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dan fasilitas 

penyebrangan. Pada Jalan Cibuntu – Setu 6 dibutuhkan trotoar 

dengan lebar 1,52 meter sebelah kiri dan kanan, Jalan Cibuntu – Setu 

7 membutuhkan trotoar dengan lebar 1,51 meter untuk kanan kiri, 

Jalan Setu - Serang dibutuhkan trotoar dengan lebar 1,51 meter, 

Jalan Setu – Batas Bogor 1 membutuhkan trotoar dengan lebar 1,51 

dan pada jalan Setu – Bantar Gerbang membutuhkan trotoar 1,52 

meter serta fasilitas penyeberangan yang dibutuhkan pada Jalan 

Cibuntu – Setu 6 dan Jalan Setu – Bantar Gerbang berupa pelikan 

dengan pelindung. 
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